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ABSTRACT 
This thesis focuses on the influence of political parties in the internal conflict of the nomination of the 
leadership of Parliament for the regional administration. From the study authors using normative 
juridical research method, the conclusion: that 1). Construction is contained in article 164 and article 
165 of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government only administratively wrote. Within the 
meaning of these articles only regulate how to determine candidates for the leadership of Parliament 
on condition that the vote general election results obtained by each political party. The most votes 
storied be decisive to occupy the leadership of Parliament. Then the solution is regulated in Law No. 2 
of 2008 on Political Parties as amended by Law No. 2 of 2011 if there is a conflict in the internal 
political party that is completed by the political parties themselves by basing on the Statutes and 
Bylaws and as institution resolving disputes internal conflicts of political parties was submitted to the 
Court a party formed by the political parties themselves. If the matter is not resolved by the Court 
Party, the Institute for Court becomes the exit to resolve the internal conflict of the political party. 2) 
internal .konflik particular political party to propose and determine the leadership of Parliament 
directly or indirectly influence in local governance. This is due to Parliament is a partner of the local 
government and at the same as the regional administration. Furthermore, of the rights and duties and 
the authority of the parliament and then accelerated to the rights and the duties and authority of the 
head of the region, then there is a very close working relationship in governance in the region. Every 
action and authority possessed by the head of the region has always been linked to parliament, both in 
order to give consideration and approval. The relationship of labor and employment partner at the 
same time, the institution of Parliament concerning the status of members and leaders should have any 
legal standing or position that has been legalized. If the leadership of Parliament is not yet definitive, 
all the regional administration will stagnate because of the institutional, Parliament does not have the 
leadership. Leader while Parliament is generally only serves to organize and carry out in the 
framework of a definitive determination of the leadership of Parliament. 3). In the law of political 
parties No. 2 of 2008 as amended by Law No. 2 of 2011 that the mechanisms for resolving conflicts 
of political parties can be completed with two (2) ways namely through Supreme Party or other 
designations established by the political party concerned and agencies pengadilan.Di outside of 
legislation governing political parties in the conflict resolution, Nasikun provide a model on the 
settlement of the conflict. There is also an offer from Nasikun in conflict resolution are: conciliation, 
mediation, abitrase and perwasian. But the writer believes there are only two (2) models that can be 
used to resolve internal conflicts of political parties namely conciliation and mediation. The 
suggestions are: 1). political parties in determining the leadership of Parliament do not be concerned 
with the interests of individuals or groups because the longer the old parties of political parties 
propose and determine the leadership of Parliament, it can affect the head of administration of blood. 
2) .had no revisions back to the law of political parties by entering the model or form or other means 
other than the Party and resolved by the Supreme Court Institute, that political party's internal conflict 







Tesis ini menitikberatkan pada pengaruh konflik internal partai politik dalam pengusulan pimpinan 
DPRD bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari penelitian penulis dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan: bahwa 1). Konstruksi yang terdapat dalam 
pasal 164 dan pasal 165 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya 
bersifat administratif aja. Dalam arti pasal-pasal tersebut hanya mengatur bagaimana menentukan 
calon pimpinan DPRD dengan syarat perolehan suara hasil pemilhan umum yang diperoleh oleh 
masing-masing partai politik. Suara terbanyak secara bertingkat menjadi penentu untuk menduduki 
pimpinan DPRD. Kemudian solusi yang diatur dalam Undang Undang No 2 Tahun 2008 Tentang 
Partai Politik sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 jika terjadi 
konflik dalam internal partai politik yakni diselesaikan oleh partai politik itu sendiri dengan 
mendasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan sebagai lembaga pemutus atas 
sengketa konflik internal partai politik tersebut diserahkan pada Mahkamah Partai yang dibentuk oleh 
partai politik itu sendiri. Jika pun tidak terselesaikan oleh Mahkamah Partai, maka Lembaga 
Pengadilan menjadi pintu keluar untuk menyelesaikan konflik internal partai politik tersebut. 
2).konflik internal partai politik khususnya untuk mengusulkan dan menentukan pimpinan DPRD 
secara langsung atau tidak langsung  berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal 
ini disebabkan DPRD merupakan mitra kerja dari pemerintah daerah dan sama sama sebagai 
penyelenggara pemerintahan daerah. Selanjutnya dari  hak-hak serta tugas dan wewenang yang 
dimiliki oleh DPRD dan kemudian diakselerasikan dengan hak-hak serta tugas dan wewenang kepala 
daerah, maka terdapat hubungan kerja yang sangat erat dalam penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah. Setiap tindakan dan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah selalu terkait juga dengan 
DPRD, baik dalam rangka memberikan pertimbangan maupun persetujuan. Keeratan hubungan kerja 
dan sekaligus mitra kerja, maka kelembagaan DPRD menyangkut status anggota dan pimpinan harus 
mempunyai legal standing atau kedudukan yang telah di sahkan. Apabila pimpinan DPRD belum 
bersifat definif, maka segala penyelenggaraan pemerintahan daerah akan stagnan karena secara 
kelembagaan, DPRD belum mempunyai pimpinan. Pimpinan sementara DPRD secara umum hanya 
berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan dalam rangka penetapan pimpinan DPRD definitif. 3). 
Di dalam undang undang partai politik nomor 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2011 bahwa mekanisme penyelesaian konflik partai politik dapat 
diselesaikan dengan 2 (dua) cara yakni melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh 
partai politik yang bersangkutan serta lembaga pengadilan.Di luar dari peraturan perundang-undangan 
yang mengatur dalam penyelesaian konflik partai politik, Nasikun memberikan model terhadap 
penyelesaian konflik. Ada pun  tawaran dari Nasikun dalam penyelesaian konflik adalah : konsiliasi, 
mediasi,abitrase dan perwasian. Akan tetapi penulis berpendapat hanya terdapat 2 (dua) model saja 
yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan konflik internal partai politik yakni konsiliasi dan 
mediasi. Saran-saran adalah : 1). partai politik dalam menentukan pimpinan DPRD jangan 
mementingkan kepentingan perorangan atau golongan karena semakin lama partai lama partai politik 
mengusulkan dan menentukan pimpinan DPRD maka dapat berpengaruh kepala penyelenggaraan 
pemerintahan darah. 2).harus ada revisi kembali terhadap undang-undang partai politik dengan 
memasukkan model atau bentuk atau cara lain selain diselesaikan oleh Mahkamah Partai dan 
Lembaga Pengadilan, agar penyelesaian konflik internal partai politik dapat diselesaikan dengan cara 





A. Latar belakang Penelitian 
Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia telah mengalami pasang surut, 
kehidupan politik era reformasi telah memunculkan banyak partai politik dalam kancah 
politik nasional. Hal ini dapat dipahami karena Indonesia sedang menjalani transisi politik 
menuju perubahan besar dalam berdemokrasi. Kehidupan multi partai dewasa ini 
mengandung dua implikasi; disamping dapat memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam 
proses politik karena memang substansi demokrasi adalah kesetaraan politik, namun stabilitas 
politik nasional menjadi rentan karena suara rakyat yang menjadi sumber kekuasaan politik 
terpecah.  
Meskipun demikian, dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk 
menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggungjawab partai politik dalam kehidupan 
demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya 
mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran partai politik di tengah-tengah kehidupan 
masyarakat sejatinya memberikan pencerahan tentang arti penting proses demokrasi sebagai 
media meningkatkan kesejahteraan.  
Dalam Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana 
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan bahwan tujuan dan 
fungsi partai politik adalah Tujuan Umum yaitu; a). Mewujudkan cita-cita nasional bangsa 
Indonesia sebagaimana dimaskud dalam Pembukaan Undang Undang b). menjaga dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c). mengembangkan kehidupan 
demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia d) mewujudkan kesehjateraan bagi seluruh Indonesia. 
Selanjutnya Tujuan Khususnya adalah a). meningkatkan partisip[asi politik anggota dan 
masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan b). 
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memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara c). membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Pada sisi lain fungsi dari partai politik adalah a). pendidikan politik bagi anggota 
dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan 
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b). penciptaan 
iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan 
masyarakat. c). penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam 
merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. d). partisipasi politik warga negara Indonesia 
e). rekrument politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi 
dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 
Salah satu media untuk mewujudkan tujuan dan fungsi dari partai politik tersebut 
adalah  dengan mengerahkan dan mengarahkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada 
untuk menduduki kursi dan menempatkan kader-kader pada posisi-posisi tertentu di 
parlemen, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Adanya kader-kader yang 
menduduki dan di tempatkan pada posisi strategis di parlemen akan menunjukan eksistensi 
sebuah partai politik yang berujung pada pernyataan simbolik adanya “kekuatan yang setara “ 
dengan pemerintah atau pemerintah daerah. Hal ini terjadi, karena setiap perencanaan dan 
program kerja yang akan dituangkan dalam suatu kebijakan oleh pemerintah atau pemerintah 
daerah harus melalui persetujuan atau pertimbangan parlemen,  karena  pada prinsipnya 
parlemen selalu berbanding lurus dengan partai politik. 
Menyangkut kelembagaan parlemen atau yang lebih populer di sebut dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat mengatur tentang komposisi jabatan-jabatan strategis yang merupakan 
bagian dari Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Pusat/ Daerah. Regulasi untuk 
penempatan kader partai politik pada posisi-posisi jabatan startegis tersebut sudah di atur 
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secara normatif di dalam peraturan perundang-undangan, baik di dalam Undang Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Sudah menjadi keharusan jika peraturan perundang-undangan tersebut, menjadi 
dasar dan pedoman bagi partai politik untuk menempatkan kadernya di posisi-posisi jabatan 
strategis  agar tidak terjadi konflik antar partai politik ataupun internal partai politik. Akan 
tetapi  pada kenyataannya, masih terjadi konflik internal partai politik  dalam hal ini Partai 
Demokrat menyangkut penempatan posisi pimpinan DPRD yakni di DPRD  Kabupaten 
Kayong Utara Kalimantan Barat. 
Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 264/SK/DPP.PD/2014 
mengusulkanM. Sukardi sebagai Ketua DPRD Kayong Utara periode 2014-2019. Dilain 
pihak, DPD Partai Demokrat  melalui surat Nomor : 030/EXT/DPD.PD/Kalbar/X/2014 dan 
DPC Partai Demokrat melalui surat Nomor : 026/DPC.PD/KKU/X/2014  merekomendasikan 
Sarnawi sebagai Ketua DPRD Kayong Utara. Kondisi ini tentu menimbulkan disparitas 
terhadap pengusulan pimpinan DPRD sebagai Ketua DPRD yang diusulkan  oleh Partai 
Demokrat. Adanya 2 (dua) nama yang di usulkan  oleh Partai Demokrat ini tentu 
menimbulkan kosekuensi bagi Ketua Sementara DPRD Kayong Utara yakni tidak berani 
mengambil sikap untuk mengumumkan pada rapat paripurna atas usulan atau  rekomendasi 
pimpinan Partai Demokrat untuk menetapkan Ketua definitif  DPRD Kayong Utara. 
Norma-norma yang mengatur penempatan pimpinan DPRD terdalam di dalam pasal 
164 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
yang menyatakan : (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas: a. 1 (satu) orang 
ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan     45 
(empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang; dan  b. 1 (satu) orang ketua dan 2 
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(dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) 
sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.  (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di 
DPRD kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 164 ayat (2) dinyatakan : 
Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD kabupaten/kota dan berhak 
mengisi kursi pimpinan DPRD kabupaten/kota, melalui pimpinan partai politik setempat 
mengajukan anggota DPRD kabupaten/kota yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD 
kabupaten/kota kepada  pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota.    
Kemudian dalam Pasal 39  (1)Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerahmenyatakan : (1)Partai politik yang berhak mengisi kursi 
pimpinan DPRDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) 
orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan 
ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calonpimpinan DPRD. (2)Pimpinan 
sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri 
melalui gubernur bagi DPRD provinsi, dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi 
DPRD kabupaten/kota untuk diresmikan pengangkatannya.  
Melihat norma yang terdapat dalam pasal 164 ayat (2) beserta penjelasannya, maka 
secara tersurat dapat dikatakan bahwa DPP Partai Demokrat seharusnya tidak boleh 
melakukan Intervensi dalam menempatkan dan menentukan kader untuk menjadi Pimpinan 
DPRD Kayong Utara. Hal ini disebabkan penjelasan pasal tersebut secara tegas menyatakan 
bahwa yang berhak mengajukan berupa usulan untuk menjadi pimpinan adalah melalui 
pimpinan partai politik setempat. Kata “setempat” berarti mengandung arti wilayah 
dimana partai politik tersebut memperoleh suara dan mendapatkan kursi di lembaga DPRD. 
Dengan demikian, ketua DPC Partai Demokrat Kayong Utara yang berhak untuk 
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mengusulkan atau merekomendasikan siapa yang akan menduduki jabatan sebagai pimpinan 
DPRD atau Ketua DPRD kayong Utara. 
Atas konflik internal partai politik di dalam tubuh Partai Demokrat dalam 
menentukan dan menempatkan kader untuk menjadi Ketua DPRD, tentu akan berpengaruh 
pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kayong Utara. Di dalam konstitusi 
(UUD 1945) beserta Undang-undang organik yakni Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa pemerintahan daerah adalah  penyelenggara 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah. Ini 
artinya, pemerintah daerah tidak dapat menjalankan urusan pemerintahan tanpa keikutsertaan 
dari Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah, begitu juga sebaliknya.  
Belum terbentuknya secara definitf apalagi masih ada konflik internal di tubuh partai 
politik dalam menentukan dan menempatkan pimpinan DPRD Kayong Utara akan  membuat 
lembaga DPRD akan kehilangan substansi, karena para pimpinan DPRD tidak bisa bekerja 
karena belum adanya Ketetapan  DPRD yang bersifat tetap sebagai legal standing dan tidak 
ada Keputusan dari Gubernur sebagai kepala Daerah yang meresmikan pengangkatan 
Pimpinan DPRD. Situasi ini akan menyulitkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan 
rapat-rapat atau pembahasan-pembahasan baik menyangkut Rencana Anggaran dan Belanja 
Daerah yang harus disetujui secara bersama oleh DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah, 
serta komisi-komisi DPRD yang pasti belum terbentuk sebagai mitra kerja dari pemerintah 
daerah serta perencanaan program legislasi daerah dan lain-lain. 
Untuk memaparkan lebih luas lagi sebagaimana  uraian dalam latar belakang diatas, 
maka penulis akan meneliti dalam bentuk tesis dengan judul “ PENGARUH KONFLIK 
INTERNAL PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN PIMPINAN DPRD BAGI 
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH ( Studi Terhadap Disparitas 
Pegusulan Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara)”.  
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B. Permasalahan Penelitian. 
Dari uraian pada latar belakang peneltian di atas, maka dirumuskan masalah 
penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah  peraturan perundang-undangan  telah mengatur penyelesaian konflik 
internal partai politik dalam pengusulan/penempatan pimpinan DPRD. 
2. Apakah konflik internal partai politik dalam pengusulan/penempatan pimpinan 
DPRD berpengaruh secara langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. 
3. Bagaimana model penyelesaian konflik internal partai politik dalam 
pengusulan/penempatan pimpinan DPRD sehingga penyelenggraan pemerintahan 























1. Pengaturan Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Dalam Pengusulan 
Pimpinan DPRD Dalam Peraturan Perundang Undangan. 
Konflik antar partai politik dalam menjaga kepentingan masing-masing berpulang 
pada tujuan dari masing-masing partai politik itu sendiri dan tentu terkait dengan eksistensi 
dari negara yang mempunyai tujuan mulia demi  mensejahterahkan rakyat. Jika kepentingan 
nasional dalam berbangsa dan bernegara menjadi tujuan utama dan bukan politik kekuasaan 
untuk kepentingan pribadi dan golongan maka stabilitas politik dalam negara akan dapat 
terwujud.  
Kadang kala konflik antar partai politik, diikuti juga dengan adanya konflik internal 
dalam partai politik. Konflik internal partai politik pada umumnya disebabkan oleh berbagai 
macam faktor. Salah satu faktor yang secara empiris terjadi adalah dalam menempatkan 
pimpinan DPRD. Konflik bisa terjadi karena disebabkan 2 (dua) hal : Pertama, menyangkut 
pada tafsir yang berbeda terhadap peraturan perundang-undangan menjadi dasar dari 
penempatan pimpinan DPRD dan kedua ; menyangkut pada figur yang calon pimpinan 
DPRD yang diusung oleh Dewan pimpinan di daerah dengan calon pimpinan yang disetujui 
oleh dewan pimpinan pusat. 
Terkait penempatan pimpinan DPRD, regulasi yang mengaturterdapat di dalam pasal 
164 dan pasal 165 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Pasal 164 
 
(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas: 
a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang 
beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) orang; dan 
b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang 
beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang. 
(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan 
urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota. 
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(3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari 
partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota. 
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak 
pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota 
DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak. 
(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak 
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD kabupaten/kota 
dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata 
urutan pertama. 
(6) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari 
anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi 
terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD 
kabupaten/kota.  
(7) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari 
anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan 
suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua 
DPRD kabupaten/kota.  
(8) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari 
anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh 
persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan 




(1) Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat 
(1) belum terbentuk, DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD 
kabupaten/kota. 
(2) Pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 
(3) 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD 
kabupaten/kota. 
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak 
sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD kabupaten/kota ditentukan secara 
musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD kabupaten/kota. 
(5) Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur 
sebagai wakil PemerintahPusat. 
(6) Pimpinan DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan 
sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dipandu oleh ketua 
pengadilan negeri. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapanpimpinan DPRD kabupaten/kota 
diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib. 
 
Kemudian dalam Pasal 39  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi 
pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) 
orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan 
ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD. (2) Pimpinan 
sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri 
melalui gubernur bagi DPRD provinsi, dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi 
DPRD kabupaten/kota untuk diresmikan pengangkatannya.  
Konstruksi yang terdapat dalam pasal 164 dan pasal 165 Undang Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya bersifat administratif aja. Dalam arti pasal-
pasal tersebut hanya mengatur bagaimana menentukan calon pimpinan DPRD dengan syarat 
perolehan suara hasil pemilhan umum yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. 
Suara terbanyak secara bertingkat menjadi penentu untuk menduduki pimpinan DPRD. 
Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 164 ayat (2) dinyatakan : Partai politik yang 
urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD kabupaten/kota dan berhak mengisi kursi 
pimpinan DPRD kabupaten/kota, melalui pimpinan partai politik setempatmengajukan 
anggota DPRD kabupaten/kota yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD 
kabupaten/kota kepada  pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota.   Penjelasan pasal 164 
ayat (2) memberikan gambaran bahwa untuk menjadi pimpinan DPRD tidak ditentukan 
apakah calon pimpinan merupakan ketua Cabang atau Ketua DPD dari suatu parpol atau 
tidak, yang terpenting untuk menjadi pimpinan DPRD calon yang bersangkutan harus 
seorang anggota DPRD, hanya pengusulannya saja yang dilakukan oleh pimpinan partai 
politik setempat. 
 Mekanisme pengusulan pimpinan DPRD telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan, akan tetapi untuk menentukan siapa calon yang diusulkan oleh pimpinan partai 
politik setempat untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan DPRD ternyata tidak diatur lebih 
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lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung arti bahwa siapa yang akan 
diusulkan menjadi pimpinan DPRD, menjadi kebijakan internal partai politik yang 
bersangkutan. 
Mekanisme internal partai politik inilah, pada tataran empirik menimbulkan 
persoalan dalam pengusulan pimpinan DPRD sehingga pimpinan depinitif DPRD sampai 
pada waktunya belum terbentuk dan belum disahkan serta diresmikan oleh Gubernur. Kondisi 
ini terjadi di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat dimana berdasarkan Surat 
Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 264/SK/DPP.PD/2014 mengusulkan M. Sukardi 
sebagai Ketua DPRD Kayong Utara periode 2014-2019. Dilain pihak, DPD Partai Demokrat  
melalui surat Nomor : 030/EXT/DPD.PD/Kalbar/X/2014 dan DPC Partai Demokrat melalui 
surat Nomor : 026/DPC.PD/KKU/X/2014  merekomendasikan Sarnawi sebagai Ketua 
DPRD Kayong Utara. Permasalahan ini tidak terselesaikan dengan baik ditataran internal 
partai demokrat dan dilanjutkan ke rana hukum melalui jalur pengadilan. 
Siapa calon yang menduduki jabatan pimpinan DPRD dari Partai Demokrat 
terjawab setelah adanya Keputusan DPRD Kayong Utara Nomor 23 ahun 2015 tentang 
Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Kayong Utara Masa Jabatan 2014-2019 telah 
menetapkan Saudara Sukardi,SE.MM sebagai Ketua DPRD dan saudara Alias dan Tajudin, 
masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD. Atas penetapan tersebut, maka Gubernur 
Kalimanatan Barat melalui Keputusan Nomor :64/PEM/2015 meresmikan pengangkatan 
Pimpinan DPRD Kayong Utara untuk masa jabatan 2014-2019. 
Posisi Gubernur dalam meresmikan pimpinan DPRD bertindak sebagai wakil 
pemerintah pusat yang ada di daerah.  Sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, 
Gubenur mempunyai kewenangan : 
a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; 
b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
13 
 
c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-
Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 
d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan 
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Frase huruf e tersebut memberikan kewenangan secara khusus bagi Gubernur untuk 
meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD melalui pasal 165 ayat (5) Undang Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Ketua dan wakil 
ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil 
PemerintahPusat”. 
Meskipun permasalahan penetapan definitif pimpinan DPRD Kabupaten Kayong 
Utara telah selesai dengan adanya Keputusan DPRD Kayong Utara dan Keputusan Gubernur, 
namun secara yuridis perlu dilihat peraturan perundang-undangan yang mengatur jika terjadi 
konflik internal di suatu partai politik. Di dalam Undang Undang No 2 Tahun 2008 Tentang 
Partai Politik sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 
khusus pada psal 32 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa “  (1) Perselisihan Partai Politik 
diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) 
Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai 
Politik.  
Solusi yang diatur dalam Undang Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 
sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 jika terjadi konflik 
dalam internal partai politik yakni diselesaikan oleh partai politik itu sendiri dengan 
mendasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan sebagai lembaga 
pemutus atas sengketa konflik internal partai politik tersebut diserahkan pada Mahkamah 
Partai yang dibentuk oleh partai politik itu sendiri. Jika pun tidak terselesaikan oleh 
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Mahkamah Partai, maka Lembaga Pengadilan menjadi pintu keluar untuk menyelesaikan 
konflik internal partai politik tersebut. 
2. Pengaruh Konflik Internal Partai Politik Dalam Pengusulan  Pimpinan DPRD 
Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
Pada umumnya, para ilmuwan politikbiasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi 
partai politik. Keempat fungsi partai politik itui menurut meriam budiardjo
1
 meliputi sarana 
(1) komunikasi politik, (2) sosialisasi politk (3) rekrumen politk (4) pengatur konflik.  Ke 4 
(empat) fungsi tersebut sama-sama terkait satu sama dengan lainnya. Sebagai sarana 
komunikasi politik, partai sangat berperan dalam mengartikulasikan kepentingan yang 
tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai macam kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh 
partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. 
Setelah itu, ide-ide dan kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mampu 
mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijkan kenegaraan yang resmi. 
Untuk kominikasi politik, partai politik juga berperan penting dalam melakukan 
sosialisasi politik. Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik 
dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan fedback berupa dukungan dari 
masyarakat luas.untuk sosialisasi politik ini, partai politik berperan sangat penting dalam 
rangka pendidikan politik. Sebagai rekrutmen politik, partai politik dibentuk memang untuk 
menjadi untuk menjadi kendaran yang sahmenyeleksi kader-kader pemimpin negara pada 
jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Dan sebagai pengatur dan pengelola konflik, partai 
politik berperan sebagai sarana agregasi kepentingan yang menyalurkan ragam kepentingan 
yang berbeda-beda melalui saluran kelembagaan politik partai. 
Dalam kenyataan, partai politik kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan 
atas nama kepentingan rakyat, tetapi sejatinya dilapangan justru berjuang untuk kepentingan 
                                                          
1
 Meriam Budiardjo, Op Cit hal. 163-164  
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pengurusnya sendiri. Untuk mengatasi potensi buruk partai politik tersebut, diperlukan 
beberapa mekanisme penunjang yakni perlunya sistem kode etik positif yang dituangkan 
sebagai Code of ethics, lalu code of laws yang tertuang dalam anggaran dasar serta code of 
conduct yang tertuang dalam anggaran rumah tangga.
2
 
Ke 3 (tiga) instrument ini diperlukan untuk tidak terjadi konflik antara partai dan 
lebih jauh tidak terjadi konflik dalam internal partai politik.  konflik internal partai politik 
khususnya untuk menentukan pimpinan DPRD tentu berpengaruh dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. hal ini disebabkan DPRD merupakan mitra kerja dari pemerintah 
daerah. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dirumuskan bahwa yang dimaksud 
dengan pemerintah daerah adalah karena rumusan pemerintah daerah di berikan pengertian 
sebagai kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom dan 
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerahyang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian, baik pemerintah daerah dan DPRD 
sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
Di dalam Undang 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015  dinyatakan bahwa DPRD provinsi maupun DPRD 
Kabupaten/kota menpunyai fungsi :a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;b. anggaran; danc. 
pengawasan.Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan 
menjaring aspirasi masyarakat. 
Pada fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengancara: 
a. membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui 
rancangan Perda  
b. mengajukan mengajukan usul rancangan Perda ; dan 
c. menyusun program pembentukan Perda bersama kepala daerah. 
 
                                                          
2
 Jimly ashiddiqie. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konsititusi Pers, 2006, hal. 330-331 
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Untuk fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasanuntuk persetujuan 
bersama terhadap Rancangan Perda yang diajukan oleh kepala daerah.Fungsi anggaran 
dilaksanakan dengan cara: 
a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan RKPD; 
b. membahas rancangan Perda APBD ; 
c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD ; dan 
d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
 
Selanjutnya, pada fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentukpengawasan 
terhadap: 
a. pelaksanaan Perda dan peraturan kepala daerah; 
b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
c. pelaksanaan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan. 
Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaantindak lanjut hasil 
pemeriksaan laporan keuangan olehBadan Pemeriksa Keuangan sebagaimana huruf c di 
atas,DPRD  berhak mendapatkanlaporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan 
olehBadan Pemeriksa Keuangan., lalu melakukan pembahasan terhadaplaporan hasil 
pemeriksaan laporan keuangan dan selanjutnya  DPRD dapat meminta klarifikasi atastemuan 
laporan hasil pemeriksaan laporan keuangankepada Badan Pemeriksa Keuangan. 
Selain hak-hak yang dimiliki DPRD tersebut, DPRD provinsi maupun 
kabupaten/kota juga mempunyai tugas dan wewenang 
a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;  
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD 
kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;  
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD 
kabupaten/kota;  
d. dihapus.  
d1. memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal 
terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;  
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri 
melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan 
pengangkatan dan/atau pemberhentian;  
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;  
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g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;  
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;  
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau 
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;  
j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
 
Kepala daerah selaku kepala pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 
Tahun 2015 mempunyai tugas : 
a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 
ditetapkan bersama DPRD;  
b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;  
c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda 
tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun 
dan menetapkan RKPD;  
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;  
e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa 
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan; dan  
f. dihapus.  
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 
Dalam melaksanakan tugas tersebut . kepala daerah berwenang : 
a. mengajukan rancangan Perda, 
b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 
c. menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah; 
d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan 
oleh daerah dan/atau masyarakat; 
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 
Dari hak-hak serta tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPRD dan selanjutnya 
diakselerasikan dengan hak-hak serta tugas dan wewenang kepala daerah, maka terdapat 
hubungan kerja yang sangat erat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap 
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tindakan dan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah selalu terkait juga dengan DPRD, 
baik dalam rangka memberikan pertimbangan maupun persetujuan.  
Keeratan hubungan kerja dan sekaligus mitra kerja, maka kelembagaan DPRD 
menyangkut status anggota dan pimpinan harus mempunyai legal standing atau kedudukan 
yang telah di sahkan. Apabila pimpinan DPRD belum bersifat definif, maka segala 
penyelenggaraan pemerintahan daerah akan stagnan karena secara kelembagaan, DPRD 
belum mempunyai pimpinan. Pimpinan sementara DPRD secara umum hanya berfungsi 
untuk mengatur dan melaksanakan dalam rangka penetapan pimpinan DPRD definitif. 
Pimpinan DPRD meskipun bersifat coligeal, mempunyai pengaruh yang cukup besar 
secara kelembagaan. Hal ini disebabkan, karena seluruh kegiatan DPRD dalam mejalankan 
hak-hak serta tugas dan wewenang harus sepengetahuan dan persetujuan dari pimpinan. 
Dengan demikian, adanya konflik internal partai politik dalam menempatkan pimpinan 
DPRD jelas sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
3. Model Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Dalam Pengusulan  Pimpinan 
DPRD. 
Coser  (dalam irving ) menyatakan konflik  sebagai suatu perjuangan terhadap nilai 
dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber 
pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.
3
 Selanjutnya 
Dahrendorf ( dalam George Ritzer) membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas dua 
tipe. Kelompok semu (quasi group) dan kelompok kepentingan (interest group). Kelompok 
semu merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan 
yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok 
yang kedua yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. 
Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota 
                                                          
3
 Irving M. Zeitlin, Loc Cit, hal 156 
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Dalam konteks, konflik internal partai Demokrat dalam menentukan pimpinan 
DPRD di Kabupaten Kayong Utara dengan meminjam istilah dari Dahrendorf, maka dapat 
dikualifikasikan sebagai kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan yang berada 
dibawah naungan DPP dan kelompok kepentingan yang berada di DPD atau DPC. Apabila 
melihat aturan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 164 ayat (2) Undang Undang Nomor 
23 Tahun 2014 seharusnya yang mengajukan untuk dijadikan pimpinan DPRD adalah DPC. 
Namun demikian, karena adanya kelompok kepentingan dengan mengatasnamakan DPP 
maka aturan di dalam pasal 164 ayat (2) ditafsirkan berbeda. Selain itu, argumentasi yang 
sangat bertolak belakang dan menyimpang dari peraturan adalah bahwa DPC harus mengikuti 
instruksi dari DPP. 
Dalam hal-hal tertentu dan tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka sudah 
kewajiban dari DPD maupun DPC untuk mengikuti perintah ataupun instruksi dari DPP, 
namun apabila telah diatur apa yang menjadi kewenangan dari setiap DPC dalam peraturan 
perundang-undangan, sudah selayaknya DPD ataupun DPC dapat mengabaikan perintah atau 
instruksi dari DPP. 
Atas konflik yang terjadi di internal partai demokrat tersebut, tentu membutuhkan 
jalan atau mekanisme dalam menyelesaikannya. Di dalam undang undang partai politik 
nomor 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 
bahwa mekanisme penyelesaian konflik partai politik dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara 
yakni melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang 
bersangkutan serta lembaga pengadilan. 
                                                          
4
 George Ritzer, Douglas J. Goodman, Loc Cit,hal. 153 
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Sebagai benteng keadilan internal, Mahkamah Partai menjadi tempat 
pertama  seluruh fungsionaris maupun anggota partai mengadu dan menggugat untuk 
membela hak-haknya atas perbuatan dan tindakan pengurus. Secara kelembagaan 
kedudukannya Mahkamah Partai mandiri (impartial) untuk menjamin kemerdekaan atas 
kewenangannya dalam memutus perkara yang diperselisihkan. Fungsionaris partai dan 
seluruh anggota bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan partai. Tidak ada yang 
lebih istimewa dibanding yang lainnya. Anggota dan pengurus tidak lagi tergantung pada 
kebaikan figur-figur tertentu dalam partai yang mengendalikan partai secara personal (rule of 
man) tetapi semuanya bergerak dan bertindak di bawa hukum dan AD-ART partai sebagai 
dasar hukum penyelenggaraan seluruh fungsi, tugas dan wewenang partai (rule of law). 
Kehadiran Mahkamah Partai sebagai delegasi negara tidak terlepas atas fungsi publik yang 
dijalankan oleh partai. Keberadaannya untuk menjamin dan melindungi hak dan kewajiban 
setiap orang-orang yang tergabung di dalam partai dari kemungkinan perlakuan tidak adil 
yang dilakukan oleh fungsionaris partai. Memberikan perlindungan dan jaminan kepastian 
hukum terhadap anggota, terutama anggota yang sedang dalam jabatan-jabatan publik 
pemerintahan 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Kompetensi Mahkamah Partai tidak secara detil dan rinci 
diuraikan dalam undang-undang tersebut kecuali dalam Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan 
penyelesaian perselisihan internal partai politik, mengacu pada AD dan ART Partai yang 
dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai. Ketentuan tersebut cukup jelas bahwa kompetensi 
absolut Mahkamah Partai menyangkut perselisihan internal partai politik yang meliputi: 1) 
perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, 2) pelanggaran terhadap hak anggota 
partai politik, 3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, 4) penyalagunaan kewenangan, 5) 
pertanggungjawaban keuangan, dan 6) keberatan terhadap keputusan partai politik. Pada ayat 
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(5) menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainbersifat final dan 
mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengankepengurusan. 
Di luar dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian 
konflik partai politik, Nasikun
5
 memberikan model terhadap penyelesaian konflik. Ada pun  
tawaran dari Nasikun dalam penyelesaian konflik adalah : 
1. Konsiliasi yaitu pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara 
pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka 
pertentangkan.  
2. Mediasi yaitu kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untk 
memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya 
menyelesaikan pertentangan mereka. 
3. Arbitraseyaitu lembaga resmi berupa pengadilan dimana hakim yang akan 
mengambil putusan atas konflik yang terjadi. 
4. Perwasitan yaitu kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk 
memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang 
terjadi diantara mereka. 
 
Menurut hemat penulis, dari keempat tawaran model penyelesaian konflik yang 
ditawarkan oleh nasikun, hanya terdapat 2 (model) yang dapat dijadikan rujukan untuk 
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Dari uraian-uraian yang dikemukan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. bahwa Konstruksi yang terdapat dalam pasal 164 dan pasal 165 Undang Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya bersifat administratif aja. Dalam arti 
pasal-pasal tersebut hanya mengatur bagaimana menentukan calon pimpinan DPRD 
dengan syarat perolehan suara hasil pemilhan umum yang diperoleh oleh masing-masing 
partai politik. Suara terbanyak secara bertingkat menjadi penentu untuk menduduki 
pimpinan DPRD. Kemudian solusi yang diatur dalam Undang Undang No 2 Tahun 2008 
Tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 
2011 jika terjadi konflik dalam internal partai politik yakni diselesaikan oleh partai politik 
itu sendiri dengan mendasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan 
sebagai lembaga pemutus atas sengketa konflik internal partai politik tersebut diserahkan 
pada Mahkamah Partai yang dibentuk oleh partai politik itu sendiri. Jika pun tidak 
terselesaikan oleh Mahkamah Partai, maka Lembaga Pengadilan menjadi pintu keluar 
untuk menyelesaikan konflik internal partai politik tersebut. 
2. konflik internal partai politik khususnya untuk mengusulkan pimpinan DPRD secara 
langsung atau tidak langsung  berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Hal ini disebabkan DPRD merupakan mitra kerja dari pemerintah daerah dan sama sama 
sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Selanjutnya dari  hak-hak serta tugas dan 
wewenang yang dimiliki oleh DPRD dan kemudian diakselerasikan dengan hak-hak serta 
tugas dan wewenang kepala daerah, maka terdapat hubungan kerja yang sangat erat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap tindakan dan kewenangan yang dimiliki 
oleh kepala daerah selalu terkait juga dengan DPRD, baik dalam rangka memberikan 
pertimbangan maupun persetujuan. Keeratan hubungan kerja dan sekaligus mitra kerja, 
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maka kelembagaan DPRD menyangkut status anggota dan pimpinan harus mempunyai 
legal standing atau kedudukan yang telah di sahkan. Apabila pimpinan DPRD belum 
bersifat definif, maka segala penyelenggaraan pemerintahan daerah akan stagnan karena 
secara kelembagaan, DPRD belum mempunyai pimpinan. Pimpinan sementara DPRD 
secara umum hanya berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan dalam rangka penetapan 
pimpinan DPRD definitif. 
3. Di dalam undang undang partai politik nomor 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 bahwa mekanisme penyelesaian konflik 
partai politik dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yakni melalui Mahkamah Partai atau 
sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang bersangkutan serta lembaga 
pengadilan.Di luar dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam penyelesaian 
konflik partai politik, Nasikun memberikan model terhadap penyelesaian konflik. Ada pun  
tawaran dari Nasikun dalam penyelesaian konflik adalah : konsiliasi, mediasi,abitrase dan 
perwasian. Akan tetapi penulis berpendapat hanya terdapat 2 (dua) model saja yang dapat 
dipergunakan untuk menyelesaikan konflik internal partai politik yakni konsiliasi dan 
mediasi. 
B. Saran-saran 
1. partai politik dalam menentukan pimpinan DPRD jangan mementingkan kepentingan 
perorangan atau golongan karena semakin lama partai lama partai politik mengusulkan 
dan menentukan pimpinan DPRD maka dapat berpengaruh kepala penyelenggaraan 
pemerintahan darah. 
2. harus ada revisi kembali terhadap undang-undang partai politik dengan memasukkan 
model atau bentuk atau cara lain selain diselesaikan oleh Mahkamah Partai dan Lembaga 
Pengadilan, agar penyelesaian konflik internal partai politik dapat diselesaikan dengan 
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